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ABSTRACT 

This study aims to understand the extent to which decentralization can bring government 

services closer to the public through the authority granted to regions. This study uses a literature 

review method by reviewing various scientific articles discussing decentralization and local 

government practices. The analysis shows that authority at the regional level provides 

opportunities for services to be more accessible because decisions can be made more quickly, 

flexibly, and more appropriately to regional conditions. Its effectiveness is evident through 

various adjustments made by regional governments, ranging from improving governance, 

restructuring administrative procedures, to managing resources that support service delivery. 

However, this success is still influenced by the readiness of regions to manage their authority 

and their ability to directly understand community needs. Overall, decentralization provides a 

strong foundation for creating closer and more relevant services for citizens when regional 

governments are able to optimally utilize the spatial authority granted. 

 

Keywords: Decentralization, Regional Government, Public Services, Service 

Effectiveness. 

 

PENDAHULUAN    

Desentralisasi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia, terutama sejak kewenangan pemerintah daerah diperluas untuk menangani berbagai 

urusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan 

agar pemerintah daerah dapat lebih terlibat dalam pengelolaan urusan yang sebelumnya 

sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Dengan skema tersebut, daerah memiliki ruang untuk 

berperan aktif dalam mengatur kebutuhan warganya sesuai dengan kondisi sosial dan geografis 

masing-masing (Mamma, 2016; Nasution, 2017; Trisakti & Djajasinga, 2021). 

Perubahan pola hubungan antara pusat dan daerah membuka kesempatan bagi 

pemerintah lokal untuk membangun sistem pelayanan yang lebih responsif. Kedekatan 

pemerintah daerah dengan masyarakat memberi keuntungan tersendiri karena daerah dapat 

lebih memahami dinamika lokal. Pemahaman ini menjadi titik awal dalam membangun 

pelayanan yang selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah daerah memiliki 

peluang untuk menyesuaikan langkah-langkah pelayanan agar lebih mudah dijangkau oleh 

warganya (Antlöv et al., 2016; Bano & Dyonisius, 2022; Salim & Drenth, 2020; Setiawan et 

al., 2022). 
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Proses desentralisasi juga memunculkan kebutuhan bagi daerah untuk memperkuat 

kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang lebih luas diharapkan daerah 

untuk menata kembali cara kerja, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan bahwa 

aparatur memiliki kemampuan yang memadai. Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting 

bagi kelancaran administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diterima 

masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya mengalihkan kewenangan, tetapi 

juga menuntut adanya kesiapan kelembagaan (Setiawan et al., 2022; Suparjana & Suparjana, 

2019). 

Dalam praktiknya, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada bagaimana daerah 

memanfaatkan ruang yang diberikan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kemampuan 

yang berbeda, sehingga proses pelaksanaannya tidak selalu berjalan seragam. Sebagian daerah 

dapat bergerak cepat dalam menata diri, sementara daerah lain memerlukan waktu lebih lama. 

Variasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan proses yang berkembang secara 

bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing (Anantanatorn et al., 2025; Lele, 

2019; Shoesmith et al., 2020; Sukodoyo et al., 2025). 

Walaupun demikian, tujuan dari desentralisasi tetap berkaitan dengan bagaimana 

layanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang berada di 

tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menyesuaikan kebijakan 

berdasarkan kebutuhan warganya. Kondisi ini memberi peluang bagi layanan pemerintahan 

untuk menjadi lebih relevan dan mudah dijangkau, terutama ketika daerah mampu 

memanfaatkan kewenangan secara efektif dan terarah (Ibrahim, 2024; Rohim, 2024; Trisakti 

& Djajasinga, 2021). 

Melihat berbagai dinamika tersebut, penting untuk memahami bagaimana 

desentralisasi bekerja dan sejauh mana pelaksanaannya berpengaruh terhadap kedekatan 

layanan dengan masyarakat. Pengetahuan mengenai proses ini dapat membantu memahami 

peran pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan sehari-hari, sekaligus memberi gambaran 

tentang tantangan yang mungkin muncul dalam penguatan pemerintahan lokal. 

 

METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan berfokus pada artikel-

artikel ilmiah yang membahas desentralisasi dan pemerintahan daerah. Sumber-sumber 

tersebut ditelusuri melalui berbagai publikasi akademik yang relevan, kemudian digunakan 

sebagai dasar untuk memahami konsep serta perkembangan desentralisasi dalam konteks 

pemerintahan lokal. Informasi yang diperoleh dari artikel-artikel tersebut dimanfaatkan untuk 

melihat bagaimana gagasan mengenai pembagian kewenangan dan penyelenggaraan layanan 

publik dibahas dalam literatur, sehingga memberikan landasan yang memadai untuk 

menguraikan topik penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN    

Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan 

yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan warganya. Ketika kewenangan tidak lagi 

terpusat sepenuhnya, proses administrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih sederhana karena 

tidak harus melalui jalur yang panjang. Kondisi ini membuka peluang bagi layanan 

pemerintahan menjadi lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama dalam urusan yang 

membutuhkan tanggapan langsung dari pihak yang memahami kondisi wilayah. Dalam 

konteks ini, desentralisasi menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan layanan melalui 

kewenangan yang berada lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga (Elliott, 2023; 

Faguet, 2001; Ibrahim, 2024; Ramadhan & Yusuf, 2025). 
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Efektivitas desentralisasi dapat terlihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu 

memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk memperbaiki cara mereka bekerja. Banyak 

daerah menata ulang struktur organisasi, menyesuaikan prosedur administrasi, dan 

memperkuat koordinasi internal demi mendukung kelancaran layanan. Upaya tersebut 

menunjukkan bahwa kewenangan yang lebih luas mendorong daerah untuk menjadi lebih 

adaptif. Meski tidak semua daerah berjalan dengan kecepatan yang sama, kecenderungan untuk 

memperbaiki pola kerja menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan lokal (Grygorii Monastyrskyi, 2025; Ibrahim, 2024; Setiawan 

et al., 2022; Sudrajat et al., 2025). 

Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat membuat mereka lebih mudah 

mengenali kebutuhan, kebiasaan, dan karakteristik wilayah yang dilayani. Pemahaman tersebut 

dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah pelayanan yang 

lebih tepat. Misalnya, penyesuaian jam layanan, penyediaan titik layanan baru, atau 

penyederhanaan tata cara administrasi. Walaupun bentuknya berbeda-beda sesuai kondisi 

masing-masing daerah, langkah-langkah seperti ini menunjukkan bahwa layanan dapat dibuat 

lebih relevan ketika pengelolanya memahami konteks lokal secara langsung (Bevilacqua et al., 

2022; Cilliers et al., 2024; Dick-Sagoe et al., 2021; Felmingham et al., 2023). 

Pelimpahan kewenangan juga menciptakan ruang bagi daerah untuk mencoba 

pendekatan pelayanan yang lebih fleksibel. Keputusan tidak harus selalu menunggu instruksi 

dari tingkat pusat sehingga daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang sedang 

berlangsung. Fleksibilitas ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan, 

karena pemerintah daerah dapat merespons perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih 

cepat. Dalam banyak kasus, kedekatan antara pemerintah lokal dan warga menjadi alasan 

mengapa pelayanan tertentu bisa berjalan lebih efisien (Basri et al., 2024; Ibrahim, 2024). 

Efektivitas desentralisasi juga dippengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola 

sumber daya. Pemerintah daerah perlu menata penggunaan anggaran, kemampuan aparatur, 

dan sarana pendukung agar sesuai dengan kebutuhan layanan. Ketika pengelolaan sumber daya 

dilakukan dengan baik, layanan dapat berjalan lebih stabil dan mudah dijangkau masyarakat. 

Sebaliknya, jika pengelolaan belum optimal, layanan dapat terhambat meskipun kewenangan 

sudah diberikan. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh 

kebijakan pelimpahan kewenangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola di masing-masing 

daerah (Pinargote et al., 2025; Sarwatt et al., 2025; Setiawan et al., 2022). 

Dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, desentralisasi memberi kesempatan 

kepada daerah untuk mengatur prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Daerah yang 

mampu menyusun perencanaan yang jelas akan lebih mudah memastikan bahwa layanan yang 

diberikan benar-benar mendukung kepentingan warganya. Perencanaan yang matang 

memudahkan daerah mengarahkan program layanan sehingga lebih terfokus pada hal-hal yang 

sering dihadapi masyarakat. Hal ini membuat desentralisasi berperan sebagai alat untuk 

menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan daerah (Ain et al., 2025; Ibrahim, 

2024; Popova et al., 2021). 

Hubungan antara efektivitas desentralisasi dan kedekatan layanan juga terlihat dari cara 

pemerintah daerah menumbuhkan keterlibatan warga. Dengan komunikasi yang lebih mudah 

terbangun, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau kebutuhan secara langsung melalui 

mekanisme resmi yang tersedia di daerah. Situasi ini memberi keuntungan tersendiri, karena 

pemerintah daerah mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai pelayanan apa yang perlu 

ditingkatkan. Keterhubungan semacam ini memperkuat tujuan desentralisasi sebagai proses 

yang membawa pemerintah lebih dekat kepada Masyarakat (Be-ere, 2023; Dzakaklo et al., 

2023; Laowo et al., 2024; Onyalo, 2021). 
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Jadi, efektivitas desentralisasi dalam mendekatkan layanan bergantung pada 

kemampuan daerah menjalankan kewenangan, memahami kondisi masyarakat, serta 

menyesuaikan pola layanan dengan kebutuhan lokal. Ketika unsur-unsur tersebut berjalan 

selaras, pelayanan dapat menjadi lebih mudah diakses dan lebih relevan bagi warga. Dengan 

demikian, desentralisasi bukan hanya pengalihan kewenangan, tetapi juga perubahan cara kerja 

yang memberi peluang bagi terciptanya pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih 

sesuai dengan karakteristik wilayah. 

 

KESIMPULAN     

Desentralisasi pada dasarnya memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk 

menjalankan kewenangan secara lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan dapat 

disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Kedekatan tersebut membuat proses 

pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau, sementara fleksibilitas kebijakan di tingkat lokal 

membantu daerah merespons situasi dengan lebih cepat. Efektivitas pelaksanaannya memang 

sangat bergantung pada kesiapan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya serta 

menata tata kelola pemerintahan, namun secara keseluruhan desentralisasi memberi ruang bagi 

terciptanya layanan yang lebih relevan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 
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